L —— e

PERATURAN DESA ROWOBELANG
TCAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG

BENCANA KERJA FEMERINTAH DESA
{ RiPDes |
TAHUN 2016

. EEMERINTAH DESA ROWOEBELANG

A ATAN BATANG IARLIPATEN B

TAHUN 2015

I W
ATA

48




e

PERATURAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

[ RKPDes )
TAHUN 2016

PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
KEECAMATAN BATANG EABUPATEN BATANG
TAHUN 2015




KEPALA DESA ROWOBELANG
KABUPATEN BATANCG

PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA KERJA FEM ERINTAH DESA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

KEPALA DESA ROWOBELANG

Menimbang : a. bahwa untule melaksanaian ketentuen rosxl 79 Undang-

4 Undang Nomor 6 Tahup 2014 tentang lesa, Pemerintah
' Desa wajih menjusurn Percicanddn pembangunan desa
segunl  detigan  kewenanganriya dengan mengacil pada

b. bhahwa PErcICAnNAan pembangunan  Desa schagaitnana
dimalsid peda hwuf a, terdir dari Rencana Pembangunan
Janghke denengah Desa untuk jangke wealktu 6 leniam} tabun
dar Rencana Kctja Pemcrintah Desa untuk jongka waktu 1
jsatu) tehun yang merupakan penhjabaran dari Rencana
Pembangunen Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetaplkan dengan Peraturar Desg,

o pahwa berdesarlsn pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalammn buruf a dan b, perhi menetapkan Prraturat Desa
tentang  Rencana Kerja Pemerintah Desa, Lesm
Rowobelang Tahun 2016

Mengingat L. Undang-Undang  Nomor 13 Tabun 1950 fentEng
Pembentukan [Jaerah-daerah Kabupaten dalam Linghkungan
Provinsi Jawa Tengab (Berita Negars Republik [ndonesis
Tahun 1950 Nomor 423,
a_ Undang-TIndeng Nomor i7 Tahkun 2003 tentang Rherangar
Nepgarn {Lembaran Negara Negara Ropublik Indoneaia Trhun
2003  Nomor 47, Tambahan DBerila Negarh Revublik
* Tndonesia Nopor 4286);
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3. UndangUndang Nomor n5 Tghun 2004 tentang Siatem
Perchicanaatl Pembangunatl Mazional (Lembaran MNegara
NeparaRepublile indonesia Talm 2004 Nomor 104,
Tambahen Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221,

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuengan  antara Femetintah Pusat  dan
Pemerintzhan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talwn 2004 Nemor 124, Tambahan lembaran MNegara
Repuablik indonesia Romor 4438},

5 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
international Covenant On Economoic, Social And Cultaral
Rights {Kovenan Imternasicnal Tentang Hak-Hek Elcotiomi,
gosial dan Budaya {Lembaran Negara Republik Indonecsia
Tahun 2005 Nemor 118, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4557,

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterhukaan
Informasi Publk (Lembaran Hegara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 61 Tambehan Lomberan  MNegara
Republik Indenesia Nomor 4534E);

7. Undang-Undang  Nomot 1% Tahunn 2011 tchtang
PembentukanPeraturan Perundang-undangar {Lembarat
NegaraRepublik Indoncaia Tahun 2011 Momor 2,
Tambeghan Lembaran Negams Republik Indonesia Nomor

" 5234}

% Undang-Undang Nomer B Tahun 2014 tentang Lesa
{Lembaran Negara Repuhlik Indenesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indomesia Nomer
S540935);

3, Undapg-Undang MNomar 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2014 Nomog 244, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Komer 5587} sebageimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemor
a Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua aras Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Dacrah

[Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2015 Momor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 556790

10. Peraturen Pemeriptah Nomor 43 Tanum 2014 {enbang
Peratumn Pelakzansan Uindagg-Undang Nomet 6 Taluun
o014 tentang Desa {Lembatan Hegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomer 123,Tambshen Lembaran Heparn
Republik Indonesin  Nomor 5539 Sebagaimana telah dicbal
detigan Peratarsan Pemerintah Nomor 47 Tehun 2013 tentang
Periibhahpn atas Povaturan Pemerintah Nomor 43 Tehun 2014
rentang Peraturan Pelaksanasn Tomat 6 Tebun 2015 teniang
Deag [ Lembaran Negara Republik Indenesia Tabum 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran fegara Republile Indonesia

Novaor 3717);
{1, Peratarsn Pemerintah Nomor a0 Tehun 2014 tentang Dana
* Desa (Lembaran HNegara Fepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lemberan Negars Repubilix Indonesid
" Nemor 5558) yeng Bersumber dari Anggaran Pendapetan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diupan dengan
Peraturon Pemerintah Nomor 53 Tohun 2015 entang

m
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Negara Republik Indonesia Namar S694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indencsis  Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pombangiinan Desa (TBerita
Negara Republik fndonesia Tahun 2044 Nomor 10094);

13. Peraturan Menteri Desa Pembanglinan Daeruh Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 5 Tabun 2015 Tentang Penetapan
Prioritas Penggupaan Dans Desa Tahun 2015 [Heritn Mcocgara
Republik Indonesia Tahun 24 15 Namor 257);

4. Perataran Dasrah Kabupaten Batang WNomor 1 Tahun 2007
tentanig  Pokok-pokok Penpelolaen  Kenangan Deerah
[Lernbaran Dacrah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomer |
2eri E Nomor 1);

15. Perpturan Dasrah Eabupatcn Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentangUrosar Temerintah  vang  Menjadi  Kewenangan
Penerinitahan Daergh (Lembaran Dacregh Kabupeaten Daisng
Tahun 2008 Nomor 1}

16. Pearaturan Daerah Kabupatcn Batang Nomer 11 Tahun 2014
tentangPerubahan atas Papaturan Deerzh Kabuapaten Batang
Homor 2 Tabun 2012 teniang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daershb Katupaten Datang Tahun 2012-2017
{Lembaran Dasrah Kakupat-n Patang Tahun 2012 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daergh Kabupaten Batang Nomor
11k

Dengan Kcaspakatan Bersama
PADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
Dan KEPALA DESA ROWOBELANG

MEMUTUSKALN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KER.JA FEMERINTAH
DESA ROWOBELAMG TAHUN 2016

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam Peraturan Desa int yang dimalksud :

1. Desa adalah Dcsa dan Desa Adat atau vang disebui dengan nama lain,
selanjutuya disebut Dosd adpiah kesatuan masyaraks! hulum yang remilili
hatas wilayah yang berwenang gntitk mengatar dan mengurus Urusac
pemeriniahan, kepentingan mesyarakat setempat berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hek tradisional yang dialui dan dihormati
dalam =istent p&merintahan Megara Keaatuan Republik Indonecsia.

4. Pemerintahen Desa adalah peryelenggaraan UrLsan pemerintahan can
kepcatingan  masyarakat setempat  dalam  sistem pemerintahian  Ncogara
Kesatuan Republik Indoncsia

3. Pemerinizh Desa adslah Kepala Desa atau yang disetut dengan neme Jain
dibantu perangkat Desa sebagal unsul penyelenggara Pemerintahan Desa.

* 4. Padan Permusyawnratan Desa gdalah yang selanjuimya disetat BPD adalal
lerubaga yang melaksanakan funpsi pemeriniahan yang anggotanys merdpakan

= wraldl dari penduduk Desa berdasarkan keterwaldlan wilayah dan ditetapken
secara demnokratis.

m
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11.

12.

13,

16.

17.

18.

19,

Eﬂl

1a
Pemerntah adalah Pemerintah Pusat.
Daeralt adaish Kabupaten Barang
Pemerintaban Daersh adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang mermyelenggarakan urusan pemerintatian menural asas otonomn
dem tupns pembantuan defgen prinsip olonomi scitas-uasrmyz dalam sistemn
dan prinsip Negara Kesatuan Rrpublik Indonesia pebagaimana dimaksud dajam
Undang-Undang Dazar Negars Republik Indoncsia Tahun 1545,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintzh Kabupaten Batang.
Bupati adalah Bupati Batang.
Kecarmatan adalah Wilayuh Kerja Camat schagai Perpngkat Daerah,
Peraturan [esa adalah pocraturan perundang-vndsngan Yang ditetaphkan olch
Eepala Desa setclah dibahos dan disepakati bersarma Badan FPermusyawararan
Dresn.
Keuangan Deza adalah remua hak den kewsjiban Deséa yang dapat dinilai
dengan uang seria segala sesuail beriapa uang dan barang yang herhubungan
dengan pelaksanzan hak dan kewajiban Desa.
Aest Desa adalah barang milik Desa yang berasal dori kekayaan wsli Desa,
dibeli aten diperoleh atas beban Anggaran Prrdapatan dan Belanja Desa atau
perolchan hak lainmya yang sah.
Pembengunan Desa adalah upaya peningkatan lualites hidup dan kentdupan
untuk sebesar-hesarnya kessjahtersan masyarakat Desa,
Kawozan Perdesaan adelah kawason  Yang memounyal kegiatan Wtami
pertanian, termasuk pengelolaan sumber dava alam dengan susuilan fungsl
kawasan scbagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pomerintaban,
pelayanan sosial, dan kegiatan ckorormi.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
den kesejahteraan mesyarskat dengan meningkatlkan penpetahuan, slkap.
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sutnbet
daya melalul penetapan kebijakan, program, kegiatan, dat pendampingan yang
segual dengan esensi masaiah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa,
Musyawarah Desr atall yYang disebut dengan nama lain adalah mugyawaral
antars Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintzh Desa, dan unsur mAa syaralar
yang disclenggarakan oleh Badan Permusyawaraten Dosa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategia.
Musyawarah Fercncanaan Pembangunan Desa dan selapjutnya  disingkat
Musrcnbang Dese adalah forum muasyewvarah tahunan yang dilaksanalan
gecarz partisipafif eleh para pematgkul kepentinga desa dan kelurabhan (pihak
berkepentingan unfuk mengatasl permasalahan dan pihak yang akan terkena
dsmpalc hasil usyawarah).
Mugyawarah Perencanaan Pembangunen Rencane Ketla Primerntgh Daerah
Kabupaten di Kecamatan Fang selanjutnya  disinghet Musrenbang REFD
Kabupaten di Kecamatan adslah forum musyawarah stakkeholders Tinghkas
Kecamatan untuk mendapatian masukan prioritas xegiaian dari Desa serta
menyepakatt keglatan lintas Desa di wilayah Kecamatsad terachut, sehagal dasar
penyusunan Rencana Kerja Satusn Herja Perangkat Daerah Eabupaten.
Repcana Formbangunarn Jangka Mencngeh Desa yang selanfutnya disingleat
[REJMDesg] adalah Rencana Kegiatan Pembangunad Dicaa untuk jangka wakiu
6 [enasn) tabutt yang memuat sl dan  misl Kepala Desa, Fencans
penyeienggaraan pemetintahan  Pess, pelakeanean  pembangunan Desa,
pembinasn kemasyarakatan, pemberdayasn masyarakat dan arah kehijakan
pembangunan Desa;
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22,

23,

24,

25,

26.

27,
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Rencana Herja Pemerintah Desa  yang sclanjutnya  disebuc EKP Desa
merupekan penjabaran dari RRJM Desa untuk jengks waktn 1 {satu} tahun
yafig memuat rencana penvelerggarain Prmerntahan Desa, pelaksanaan
pembapgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Dt

Kondisi Obyelaif Desa adalah iwondisi yang menggambarkan situas] yang ada di
Desa,baik mengenal sumber deya manusia, sumber daya alam, manpl
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara laif, kesdilan
gender, pelindengan terhndap anak, pemberdayasn keluargs, keadilan bag
masyerakat risldn, wWarga disabilitas dan marginal, pelesianat lingkungan
hidup, pendayagunasn teknologi tepat gana  dan sumber daya Jokal,
penganisitamasn perdamaian, seria kearifan Iokalb.

Angearan Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APEDesa
adalals repcana kevengan fehunan Pempermtahan Desa, YVanE divahas dan
dizsepakatl bersama olch Pametintah Desa dan Badan Permusyswaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Doaa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dem belamja
negara yang diperuntuklean bagi Desa yang ditransfer melalul  anggaran
pendapatan dan helanja daerab kabupaten/kota den digunakan untok
membiayal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanglinarn,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemmberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, sslanjutnya disingkat ADD, adalsh dana perimbangat yang
ditcrimakabupaten fkota delam  Anggaran Pendapatan dan Belania Deerah
kabupaten kota zetelah dikurangi Dana Alokes] Khusus.

Profil Desa adatah gambaran menyeluruh mengenal karakter desa yeng
mmeliputi date dazar keluarga, potetsi sumber deya alam, suinberdeaya manusia,
kelembagaan,prasarana  dan sarana, serta perkembangen kemajuan dan
permasglahan yang dihadap di desa.

Vizi zdglah Gambaran tentang Kondizi ideat Desa yang diinginkari.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu Yang haras dilaksangkan schingga Visi
depat teraujud secara efektif dan afigien.
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(2) 1si Rencana Kerja Pemnerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana fercantum
5 dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan

pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawablkan oleh Pelaksana
Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/fatau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan

disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnyva
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

. Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun
Anggaran 2016.
Pasal B

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 27 September 2015

Diundangkan di Desa Rowabelang
pada tanggal 27 September 2015

EEKRETammEjA ROWOBELANG
. (SUHADI)

LEMBARAN DESA ROWOBELANG TAHUN 2016
NOMOR 03 Tahun 2015
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SISTEMATIKA PENVUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

{1] Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobeclang Tehun 2016 disusun dengatt
sisternatila sebagai beriloat
BAB [ PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
1. Tujuan dan Manfaat
2. Proses Penyusunan
3. Bistcmatika
BABT OGAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi — Misi Kepala Desa
B. Data Kemigkinan dan Profil Desa
(. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijekan Belanja Desa
E. Kebijaken Pembinyaan Desa
BAB 1 RUMUSAN PRIDRITAS MASALAH

A Bvelumsi Pelaksanaan Pembangunan pada RKD Desa ghumn
sebelumirya.

BE. Identifikasi mesalah berdasarkan RPJM Desa.

C. ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadasn Dariratl aniara
ain: bencann alam, krisis politik, krisis ekonoint dan  AtAw
kerusahan eoginl yang berkepanjatigan

0. identifikasi Magalah berdaserkan Prioritas Kebijakan Pembargunali
Dagrah

BAB TV ARAH KEBIJAKAN FEMBANGUNAN DESA: -

A. Prioritas Program dan Hegiatan Pembangunan Skala Deza Tahurn
Anggaran 20 i
[, Berdasarken Kewenangan Hak asal usul:

7. Berdasarkan Kewenanpgan Lokal Skala Desa

B. Priofitam Program dan Kegiatan Pembangunan Dzerah Talmun
Anggaran 2016

C. Papu Indilatif Program datl Kegiatan masing-masing Bldang/Selctar

BABV  PENUTUP
BAEVD  LAMPIRAN
1. Matrlk Program & Kegiatan Shkals Desa Tahun 2016

3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

4. Perjte Acara Musrenbang Desa RKP Lesa Tabun 2016

4, Heputusan Kepala Desa fentang Delegasi Desga

5 Berita Acara Musyawarah Desa tentang Fembahasan  dan

Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2016
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BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pahwea berdasarken Undang — Undang Nomor /& Tabun 2014 tentang
Desa, Tesa adalah desa dan desa adat alau yeng digebut dengan nama laaty,
selanjutnva dissbut Desa, adalah kesatuan masyarakal hukmn Yeng metniliki
patne  wilayeh yang berwenang untal mengsiug dan mengaris UTUSAn
pemerintehan, kepentingan masyaralat sctempat berdasarken prakarsa
mesyarakat, hak azal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam  sistem  pemerntahan Negara Hesatuan —Republis
Indonesin.Landasan Pemildiran dalam pengaturan menpenai desa  adalahn
keanekarageman, partisipasi, otemomi asi, demokratisas dai pemberdayas
masyarakat.

Rerdagarkan pola pemikiren dimaksud, dimane bahwa desa
herwenang Mengurus kepentingat masyarakat setempat berdasatkan asal-usul
dan adat istindat sctempat yang diakui danjatan dibentuk dalam sistoin
Pemerintah Nasional den berada di Kabupaten/Kota, malta zchbuah desa
diharuskan mempunyal perencanasn yang metang herlandaskan partisipasi
dan transparansi serta demnokratisasi yang berkembang di desa.

| Sebpgaimana  yoang diamangtkan  dalam  Penjelagar  Feratoran
Pemerintah Nomor 45 Tabun 2014 tentang Peraturan FPrlaksanaan Undang-
Undeang Homer 6 Talun 2014 tentang Desa, Perabaras Pemerintal ini dwasun
dalam rangka mewjudlan penyelenggaraal Ticaa vang didasarken pade asas
penyelenpparnan  pemerintahan  yang hallk serta sejajan  dengan asas
pengatiiran Desa sebagaimana diamnenatkan oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, antars lain kcpastan  huloam, tertib
penyelchiggarant pemerintahan, ertib kepentinigan oM, keterbukaain,
profesionalitas, alountabilitas, efektivitas dan ofisicnsi, kearfan ‘lokel,
keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembanginar Desa,
dintamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan legotOnE-royOnEAN EUTA
mewujudian perdamaian dan keadiian sosial.

Peraturant Pemerintah ini mernjadi pedoman bhagl Pemermtah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemanglu kepentingan lainnys delamn
mewnjudkan tjusn penysicnggaraan Desn scbagoimanz diamenatkan oleh
Uindang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “terwajudnya Drese
yang maju, mandirl, dan sgjahilera tanpa harus kehilangan jati dirl”

Bahwa berdesatkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajit mechyusun pertmCanaan
pernbangunan desa smgumi dengan kewenanganmyq dergsnl mengactl paca
perencanean pembanguosat Kabupaten.




Renrcana Ketja Pomerintah Desa yang selanjutnya disebut REP Desa
memmpakan perjabaran dari REJM Desa untuk janpgka wakmi 1 (saty] tahun
yang nemuat rencena penyelenggarnan Pemerifitahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinasn kcmasyarakatan, dan pemberdayaan mesyatrakat
[desa, hasil cvaluasi pelaksanaen pembangunan tahun sebelwrmnya, prioritas
kebijakan supra desa, pembangonan kawasan periesaan/ antar desa dan atau
hal-hal yang karena kcadaan darurat/ bencena alam serta adanya kehijakan
bara dari Pemerinteh, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kaburpaten.

Sebagei Rencara strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokuinen perencanasn pembangunan yang hLersifat reguler yang
peleksanaannya dilalailkan oleh Pemcrintah Desa dengan mebbatkan selurib
masyaralkat desa dengan semangat gotong-royong. WKP Desa merupakan sain-
sptunya doklimen perencaitasn pembatgunan tahunan ¥Yang dipakm schagal
pedoman atal actlan peiaksanesn pembangunan bagi pemerintahan Desa
gelanjatnyn  sebagm  dasar  pinyusunan APE Tlesa tahun Aanggaran
hersanpkutan.

Rancangan RKP Desa disusun aleh Pemerintah Desa, dibabas dan
disepakatt oleh Pemerintah Desa, BPD den masyarglkat daiam Muscenbang
Desa, den sclanjutoya ditelapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Lezn
ditetapkzn oleh Kepala Desa salanjumye diundangkan dalam Lembaran Desa
clah Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKIUIM.

1. Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perercanasi
Pembangunan Nasional,

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun o004 Tenmmng Perimbangan Keusigan
antore Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahy,

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbultaan Informas
Publik;

4. Undang-{ndang Nomor 12 Tahun 20311 tentang Pembentukan Peraturan
Perundeng-Undangan;

g, Untiang-Undang Nomor & Tghun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun a014 tentang Pemerintahan Dasrah;

7. Undang - Undang Nemor 35 Tahun A4 Tentang Perubehen Atas Undang-
Undeng Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2002 (Lembsran Negara
Republik Indonesia Tahun 20714 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomer S606);

. Peraturan Pemerintab,  MNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Womwor €0 Tahun 2014 entang Dane Dosa yang
Persumber dan Anggaran Pendapatat dan Belanfa Nasional;

10. Peraturan Desa Rowebelang  Nomar 01 Tahun 2014 tentang REJM
Desa Tahun 2016

1]. Peraturan Desa Rowobelang Nomor e Tahun 2015 tentang ATERATAN
Pendupatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran 2016




C. TUJUAN DAN MANFAAT

1, TULIJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen REF Desa secam pertsipatif adaiah schagai

berikuit

a) Mcnjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periods 1{saiu) tahun;

b Menctapksn rancangan kerangka elonotmi,

] Menetaplcan Program dan kegiatan prioritas;

d} Menetaplkan keranglka pendansan;

e} Agar desa memiliki dekumen percncanaan perhangunan tahunat yang
berkeltuatan hukum tetap,

f] Sebagai dasar/pedeman kegiatan atan pelaksanaan pembangunan di dess;
dan

g) Sebagai dazar penyusunan Peraturan Desa tentang Atnggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (AFB Desa)

2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,

h] Sebagai pedoman dan acnan pembangunan desa;

) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan i desa;

d} Menampung Aspirasi yang zcauai kebutithan masyarakat dan dipadukan
dengan program pembabgunan Supra desa;

&) Mendorong partisipasi dan swadayza gotong-royong masvarakat; den

fi Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa den anter
Deza.

[>. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Rowobelang Tahun 2016 dilakukan melalui

tahapan schagai berikut -

1. Musyawarash Desa untuk membaheas prioritas perencanaat tahunan desa
yang akan disusun dalem REP Desa Tahun 201G

9 Gasinlisasi dan Pembentukan Polja Penyusunan Rencana Kerja Perperintall
Desga Rowobelang Tahun 2016

3, Lokakarya analisis untuk penyusunan draft REF Desa

4_ Musrenbang Desa untuk membahas dan meryepekati deaft RKP Desa meniadi
Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2016

5. Repat BFD membahas dan menyepakat Rancangan Perdes RKP Deen menjzdi
Perdes RKP Desa Tahun 2016

E. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Pesa Rowobelang Tehun 2016 disusun dengan
sisternatika sebagal berileut

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belokang

Dasar Hulkum

Tuyjuan dan Manfaat

Proser Penyusunan
E. Sistcmatka

BAB II . GAMBARAN UMUM FEMERINTAHAN DEEA
A. Visi - Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Lesa
D. Kehijaken Belanja Deaa
E. Kehijakan Pcmbiayaan Desa

©ow >



EAB I

BAB 1V

BABV
BAB ¥I

RUMSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksansen Pembangunan pada RKP Desa Tahun
schehumnys

B. Identifilkasi magalah berdasarkan RPJM Desa.

C. jdentifikasi Masalah Berdasarken Analisa Keadaan Darural
amtars Jain: bencana abatn, krisis politik, krisis ekonemi dan
atan kerusahan sosial yang berkepanjangan

D. Idcntifikasi Masalah  berdasarkan Prioritus  Hebijaken

Pembangunan Daerah

ARAH KEBIIAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A Drioritas Progmum dan Kegiatan Pembengunain Skala Desa
{'ahun Anggeran 2016
1. Berdazarkan Kewenangan Hal asal usul:
o Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Permnbangunan Daerah Tahun
Anggaran 2016
C. Papu Indiketif Program dan Kegiotan masing-mAsng
Bidang/ Sektor
FENUTUP
LAMPIEAN
1, Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
o Matrilk Program  den  Kegiatan  Slkala Kecamatan dafl
Kabupatsn {DU-RKP Deza Tabun 20 &
5. Berita Acarn Musyewarah Desa
&. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegant Licga
6. Keputusan Kepala Dcsa tentang Pokia RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kescpekatan Bersama Perdes REP
Desa




BABII
CAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI PAN MIZI

Sebeppi dolumen pPErciCanasn ¥ang menjabarksn deri Doloumen REJM
Dena, maka schurgh rencate Program dan kegiatan pombanguratl yang AKEN
dilakuken olch Desa secara bertahap den berkesinambungan harus dapat
menghantarkan tercapainya Visi — Misi Kepala Desa.

Visi — Misi Kepala Desa Rowobelang disamping merupakan Visi-Misi
Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan  keingnan beraama
magyarekat desa untuk  mengatasi permasalaban yang  ada dan
pengembangan  Deag ke depan, dimena proses PENVUSUNANDNYA dilelulean
sccara, partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW satnpai tingkat Desa,

Adapun Visi Kepala Nesa Rowobelang sebagei berkout -
"Terciptanya Pemerintahan [eza Rowobelang yang Transparan, Profesiomnal,
Jujur, Amanah, dan \erciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentrawm
dan

hammonis, serta meninglatkan pola hidup masyaraimt desa Rowobelang

dibideng Ekonormi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebus dapat tercapai meka ditetapken Misl sebagsl

berikut

1. Menata Aparatur Pemerintshan Desa Rowobelang sehingga  dapat
melalksanakan tigas scsual dengan prgas pokokmya masing-Tasing,

2 Membing dan menciptaken kerulunan masyarakal desa Rowobelang sccare
netral day manditi;

3. Meningkaiken peran serta pemuda dan remsja dibidang pembangunan,
olahraga, seni dan kemasyarakatan,

4. meningkatkan dan memotifasi kegpmaan tertama kegiatan muslimat desa
2016 dan

5. meningleatikan =amana  dan  presamEna Wmlo seguai  dengan  aspirzs
masyarakat yang dtuangkan daiam doloumen Rencana Pembengenan Janghks
Menengah Desa (RPJM Desal.

B, DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Raskin Jummlah RTM di Desa Rowoheiang gejumtah: 108
Kepala RTM Lald-laki : 39 dan Xepala RTM Ferempuan : £9
2. Profil Deza

Smeara umum kondisi Desa Rowobelang balk secara demagiall maumun

geografis dapat digamberkan sebagal beriluat
a. Luas Wilayah
203060 Ha

b. Jumlah Penduduk
2.089

¢. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Dean)
G0 %o

d. Tingkat Pekerjaat |sumber data Fileh Profil]

c. Fasilitar infrastruktur dasar jpernbangunan fisike Y8 manfeatnye utk
memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu,
jalan-jaiam tani)

Kondisi taneh [misal persawvahan irigasi teknis, tadah higjan, perkebuniar]
g. Dan lain-lain

H



C. REBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapaten Desa meliputi sermug penerimaat usng melaldl rekeniig
desa yang merupakan hek desa deiam 1 {gat) tahun anggaran Yang tidak pcrlu
dibayar kembeli olsh desa. Porkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan
asumel realisasi pendapatan desa  tahun scbelumnya dengen  perkiraan
peningkatan berdasarkan potenel yang menjadi sumber dari @ Pendapetan Ash
Desa, Dana Desa hersumber APBN, Begi Haml Pajak Daecteh, Bagl Hasil
Ratribusi Daesrah, ADD, Bantuan Keuangen dar Kabupaten, Bantuan Kenangen
dari Provinsi, Hibah dan Sumbsngan Pihak Ketiga, serta Lain-jain Fendapatan
Dicas yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Jlesa Rowcbelang Tahun Anggaran 20145
schasar Rp. 1.686,000.000 (satu milyar enam ratus delapan puhsh enam puta
rupah |, yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa R, -
2. Dana Dena Rp. 508.000.000
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. -
4, Bagi Hasil Retribusi Daerah . -
3. ADD Rp. 287.000.000
&. Rantuan Keuangan dari Provinsi Ryp. 200.000.000
7. APBD KAB. Rp. 110.000.000

& Lain-lain Pendepatan Dess yang sah Rp. -

D. KEBLIAKAN BELANJA DESA
Belapja Desa meliputi semua pengcluaran dati rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 {sany tahun Enggarafl Yang tidak akan
diperoleh  pembayarennya fembali oleh desa, Belanja Desa yang akan
diangparkan dalam AFB Desa meliputs
Bidang penyelenggaraan Pomerintahan Desa sebesar Rp.  305.000.000
Bidang pelaksanaan permbangurian Desn sebesar Rp. 1.261.000.000
Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa gebezar  Hp. 50,000,200

Bidang pembetrdayaan masyarakat Desa sebesar . 7000 000

fa L b




E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiaraan Jdesa sebagmimens dimaksud mehputi semua penerimasn
vang perlu dibayar kembeli danfatau pengeluaran yang akan diterima kemtbali,
baik pada tahun anggaran ysng bersanghutan maupun pada mahun-tshun
anggaran bedkulnya. Nemun demikian dalam REP Desa Tahun 2015 im,
Pemerintult Desa Rewobelane bohurn dapat menyusun kekijakan pembiayaan
disebablan disamping sigtem baru juga belum disusunnya perubahen dan atau
perhitungan APBDcsa tahun sebelumnya.

Pembiavean Desa sebapaimana dimaksud terdin dar:

1. Penerimean Pembiayaan; dan

2_ Pengeluaran Pembiayaan.

Pepierironn Pembiayaan eebageimans di aias, mencakup:
1. Sisa lcbih perhitungan anggaren (SILPA)] tahun sebchmanya;
7. Penceiren Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipssahkan; dan

4, Penerimaat Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sehagaimana di ates, meneakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;

2. Penyertasm Modal Desa; dan

3. Pemmbayaran Utang



BAB I
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permagalahan yang cukup besar di tinglat Jdesa, bukan
sempata-mata  disebabkan oleh internal desa, melainian jupa discbabkan
permasalahan makre bail di tingkat kecarnatan, kabupaten, provinsl maupun
pemerintah. Permaselaban yang terjadi alan semalin besar manakala tidsk
pernah diakulkan identifikasi permasalahan sesuai sumber penychab masalah
besertatingkat  signifikasinya  secara partisipatif.  Ketidak  cermatan
mengidentifikas] permasalahan scsual suara masyarakat secats tidale langsung
menghambat efeltifitas dan clisiens] perencatldan program pembangunan vang
pada okhirnya inefisiensi anggata.

Dalam merurmuskan prioritas perencansan pembanguenaty dess harus
mempettimbanglan kondisi chyelcti desa yaita kondisi yang mnengrambarkan
sitiasi yeng ade di Desa, baik mengenal sumber daya manusie, swnber deva
alam, maupun sumber daya lainnye, serta dengan mempertimbangkan, attara
lain, keadilan gender, pelindungsn terhadap anel, pemberdayaan keluarga,
kendilan begi masyarakat miskin, warga disahilitas San marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaar telmologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusatemaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2016 pormeaselahan Desa Rowobelang dikelompoldan
menjadi beberape permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, gebagal beriloat :

A BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembongunan tahun sebelunuiys dilalnileam melalui analisa
terhadap kesesuaian antara program & kepietan vang terdepat dalam REP
Desa den APP Desa Tahun sehelumnya dengan implementasi pelaksanasnn
pembangunan tahun sehelumnya.

E. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Iesa
Berdasarkan Peraturenn Desa Rowobelang Nomor 01 Tahun 2014 tentang REJM
Desa Rowobelang tahun 2014 pricritas masaleh vang barus dieclesailken
meliputi 4 [empat] masalah pokolk yang secara rinci permasalehan tersehut
adalah :
1. Berdasarian Kewenangan Hak Asal Usul:

2 Berdusarkan Kewcnangan Lokal Skala Desa;
Penyelenggaraan Pemerintahan Dcaa.
Pembangnnan Desa

Perobinaan Kemasyarakatan

. Pemberdayazn Masyarakat

po B




C.PRIORITAS KEBLIAKAN
DAERAH
RXP Deans &chbagai satu  kesatuan  mekanisme  pPErencanasn

pembangunan  daerah  dalam  proses  petyusunAnnya harus juga
memperhatilkan priotitas kebijakan pembangunan dacrah, mulai dagl evaluast
Renja. Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanzan REPD tahun
achelumnya scrte prioritas kebifakan daerab, tahun perilutnya.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Anglisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbapai
permasalahan  yeng muncul sccam tiba-tiba, balk dischabkan oleh
bencana alam dan ataupun sebab lain yeng apabila tidak =cgera diatasi
akan semakin menimbulkan mesalah bagl masyarakat. Berdasarkan analisa
pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh measyarakat, ada
beberapa masalah mendesak yang haria secepatiya digtasi oleh pemerintal
desa. Masalah tersebuat meliputi

1. Masih sda bocherapa titik jalan yang rusak schingga perha ditalkalan
pengaspalan puna memperlancar aris transportast Warga Masvarakat,

3. Masih Banysk Salurat air yang sudah rusak den perbua i pertvaikd
talud penahan jalan bamyak yang rusak
4. Jembatan Penghubung Dic. Rowohelang — dl. Rowosoko Fusak Parah

La




BAR IV
ARAH KEBLIAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rowobelang yang
rersuaun dalam FEP Desa Tehun 2016 sepenubnya didasarkan pada berbagsi
permasalahan sebagaimana tersebut dalam ramuean mazalah i atas. Sehingga
diharapkan prioritas program pembengunen yang akan dilaksanakan pada
rabun 2016 nantingm henar-benar berjalan efeltif untuk menangerilangi
permasalahan ¢i masyaraket, terutams upaya meningkatkan keberpihakan
pembapgunan terhadap ketutuhan hak - hek daear mnasyarakat, scperti
pendidilsar, kesehatan, pendapatan, akees informasi ¢ll. Dengan demdkion arah
dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangl kemiskinan peda tingkat desa.

Runnisan pricvitas kebijakon program pembangunan dess Rowobelang
secara detail dicelompokkan, sebagai berikut

A. PRIDORITAS FROGRAM PEMBANGUNAN SHALA DESA
|. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
2. Berdasarken Kewenangan Lolkat Skala Desa

a) Bidang Penyclenggaraan Pemerititah Desa
» Penghasilan Tetapa Hepala Desa dan Perangkat Teza
» Tunjangzn Kadee dat Perangkat Desa
" Turyangan BFD
» Insentif RT } BW
*  Oprasional Perkanioran
»  Operasional EPD
» Qperasional Rt § Rw
1 Penyelenggaran Kegiatan
I Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiesa
Kegiatan Pemenuhian Kebutuhan Dasar
» Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
Kegiatan Pembangrnean Sarpras Desa
1) Pengaspalan Jelan Dk Erengseng Rw 03
2] Pengaspalan Jalan Dk. Rowasoko
3] Pengaspalan Jalan Rt 07 Rw 01 dan {tang masuk Rw 04
4] Pembangunan jalat rabat beion jalars masuk desa Bw 01
5) Pombangunan drainase jalan masuk Rw 01
&) Pembangunan darinage Rw 03
7] Permbangunan talud Rw 02
2] Pemmbangunan Gapuro Masulk Desa Bw 01
9) Persbangunan Gapuro Masuk Desa Rw 03
10} Pombangunan Jalan Makam Dk, Rowobelang
11}Pengaspalan Jalan Tembius Rowobelang Diringo

¢] Bidang pemberdayaan masyaraliat Desa;

1) Peningkatan Proses Perencanasi Deaa

2] XKegiatan 10 program pokak PEE;

3] Kegiaten Poruzda Karang Tarmuna

4} Kegiatan LPMD

5) Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparat Perndes
6) Pelatihan Komputer



E. PRIGRITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA AUPRA DESA (EECAMATAN/
KABUPATEN)
Pricritas  provram pembangunat akala Supm=a Desa/Kecamatan
Eakupaten merupakan program dan kegiatan pembanguoan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat desa Rownbelang tetap pemerintah desa tidak
meampu melaksanakan, Hal ini disebabkan pertama kegiatan (erasbut secars
peratwran perundengaty bukan kewenangan desa, Kedua, sceara pemtiayaan.
desn Udak mampu membizyal kareta jumlahnya tarlalu besar dan yang
ketiza, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM
maupun, prasarane pendukung lainnya.
Berdasarltan pertimbangan  diatas, raaka priorites pembangman
tersebut aken dibawa melaki lornum musyawarall perencanaan pcmibanpunan di
tingkat kecamatan (Musrenhangesm) oleh Delegast Peserta Lesa Rowaobelang
yang dipilih secara partisipatil pada forum Musrcabang Desa dan ditetapkon
dengen Keputusan Kepala Desa,
A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skale Desa:
1] Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 1 305.000.000 atau

23,31 % dr total belenja desa
7} Bidang peleksanasn pembangunan sehesar : 1.261.000.000 atar 56.80 %

dr total helanja desa

3} Bidang pembinasn Temasyorakatan schesar : 5.000.000 aten 4549 dr
total belanja desa

4} Bidang pemberdayaan masyarakat Bicsa sebesar : 70.000.000 atau 3.24 % dr
tntal belanja desa

%) Paga Anggaran Prioritas Program Kemisklnan scbeser - atay - % dsri Total
Belanja scbagaimangd yang termakub Al dalamy Format REF Desa Tabun
2016

Dengan homposisi perlaraan anggaran pendapatan dan anggaran belanija
sebagaimmana tersebut di ates, diharapkan Asl-mist dosa terutatne bagaimana
mempitcepat UpayR penangEuiangan kemiskinen melahs pememunen hak-hak
dagar masyarakst dapat segera terwujud. Becara lebih tinci perkiraan anggaran
belanju datam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pade Lampiran I Peraturan Desa
i,



BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan
dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatil mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian
desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara
proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan
penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Rowobelang
pada tanggal 27 September 2015

=
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BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan september Tahun Dua
ribu lima belas bertempat di Balai Desa Rowobelang Kecamatan Kabupaten
Batang vang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah
dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersanghkutan,
3. Analisa kegiatan supra desa

4. Analisa keadaan darurat

5. Analisa keuangan Desa

6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya

7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :
a. Pimpinan Rapat : Elo Budiono
b. Notulensi : Sukirjo
¢. Nara Sumber
1. A.Handy Hakim,8.S0s : Camat Batang
2. Carito : Kasi Tapem Kecamatan Batang

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan
beberapa kescpakatan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan
3. Hasil analisa kegiatan supra desa

4. Hasil analisa keadaan darurat

5. Analisa keuangan Desa

6. Rencana Anggaran dan Biaya

7. Matrik kegiatan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim ler Desa Rowobelang
infulis
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KEFUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG

KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

NOMOR : 10 /1X fKEB/2015

TEMNTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

s

&.

TAHUN 216
KEPALA DEBA ROWOBELANG

halhwa wuntuk kelancaran dan  ketertiban  pelaksanaan
penyusunan  Rencana  Kegilaten — Pemerintah  Lesa
Rowobelang Tehun 3016 parlu membeantuk Tim;

bahwa berdasarkan pertimbangen sebagaimana dimalsug
dalam huruaf a, perlu menstapkan Kepubusan Hepala Dess
Rowobelang Tentang Pembentukan  Tim  Tim  penjyusun
Rencana Kegiatan Pemeriniah Desa Tehimn 2016

Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 18950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Habupaten dalemn Lingkungan
Provinel Jawa Tengah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahut 1950 Nomor 42};

Undang-Undanig Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak {Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomer 106, Tambaban Lembaran Negam
Republik Indoncaia Nomer 4235 schagaimana telah dinbaly
denigan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentapg
Perubahan Atas Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Megara Republik
Indgnesia Tahun 2014 Nemor 297, Tambaban Lembarzn
Negara Republik Indonesia Nomor oH00];

UndangUndang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuargan
Negara {Lembaran Negara Negara Republik Indgnesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik [ndenesia
Nornor 4288);

Undang-Undang Womor 25 Taban 2004 tentang Sistem
Percncatizan Pembangunan Nasional [Lembaran Negama
Mepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomeor 4221);



10,

11.

12,

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 33  Talmun 2004  tentang
Perimbangat Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daereh (Lemabaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undeng Nemor 11 Tabun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights {Kovenan Internasional Tentang Hak-Hek Ekonormi,
dosial den Budaye (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 118, Tembehan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomaor 4557

Undang-Tndang Nomor 14 Tahun 2008 ientang Keterbukaan
Informasi Publik {Lemberan Negara Republik Indonesia
Tohun 2008 Nomor 61 Tamhbahan Lembaran Negara
Republik Indoncsla Nomoer 4546);

Undang-Undang MNemor 12 Tahun 2081 tentang
Pembentulksn Perattiran Perundang-undangan (Lednbaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2011 Nomar 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 52 247,
Undang-Undang Nomor & Tahun 2414 tentang Dess
[Lemnbaran Hegara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembatan  Negara  Republik  indoncsia
Mnmor 54935)|;

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tabhun [850 tchtang
Penetapari Mulei Berlaloanya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 ‘Tentang Pembentuken Dacrah-daerah
Kabupaten dalam Lingleungen Propinsi Jawa Tengah;
Pergtursr; Pemerntah Nomor 20 Tabun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemetintah {Lembaran Negara Republik
Indopesis Tehun 2004 Nomar 74, Tambghan Lernbaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 44035);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuengan Daerah (Lentbaran Negara Republit
Indomesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Homor 4578

Pergturen Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teniang
Pedotnan Dembinzan dan  Pengawassan  Penyelenggaraan
Pemerintshen Deerah (Lambaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2005 Nomor 165, Tambaben Lembaran Negara
Republik lndenesia Womaor 43931

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentahg
Pembagian Urusan Pemeriotaban  antare Pamerintah,
Pemerintahan Deeral Provinsi dan Pemerintahes Daerah
Kabupaten/Kota [Lemiaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomar 4737

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunarn, Pensendalian dan Fvaluas
Dalakeanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82,
Tambahsn Lembatan  Megara  Republk Indancsia
Nomor 4737k



Ib,

17.

18.

19,

20

21,

22,

Peraturan Pemerintash Nemer 42 Tahun 2014 rentang
Permluran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Dese {Lembaren Negara Republik Indonesia
Tehun 2007 Momor 123, Tambahan Lembaran Hegara
Republik Indonesia MNomor 353%9); Sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Talnmn 2015 lentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintzh Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Ueomer 6 Tahun 2014 tentang
Desa | Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2015
Nomar 157, Tambahan lembaran negara Republik lndonesia
Nomer B717);

Pergturan Pemerintah Nomor $0 Tehun 2014 tentang Dana
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 20114
Nomor 168, Tambashen Lembaran Negars Republik [ndomesia
Nomor 5558) yang Berswmber dari Anggaran Pendapaian
dan Belanja MNegara stbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerntah Nomer 22 Sabhun 2015 tentang
Petubahan atas Peratursn Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dena Desa yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 MNomeor £8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5594},

Persturan Menteri Dalam Mageri Republik Indonesia  Nemor
114 Tehnn 2014 tentang Pedoman Pembanpunan Desa
[Barita Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomaor 1084

Peratiran Menteri Desa Pembengianan Dasrab Tertingeal Lan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Prigritas Pengeunaan Dapa Desa Tahun 2015 [Berita Negara
Repuhblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)

Peraturan Daersh Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokolcpokok  Pengeiolaan  Heuangan  Daerah
{Lembaran Dgerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I
Serl E Moot L)

Peraturan Darrah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentanp Lfrusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangsm
Pemerintshan Dacrab (Lembaran Daerah Eabupaten Batang
Tahun 2008 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomer 11 Tabwn 2014
tentang  Perubahen etas Peraturan Daerah  Kebupaten
Batang Nomor 2 Tehun 2012 tentapg Rencana Pembangunan
Jangka Panjeng Duersh Kabupaten Batang Tahun 2012-
2017 (Lembaran Daereh Kabupsaten Batang Tahun 2014
Nomor 11, Tambahan Lembaran Ducrah Kabtipaten Batang
Nomeor 11).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSEAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:
a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016

b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2016 kepada Kepala Desa dan

c. mensosialisasikan  hasil penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada masvarakat;

Sepala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rowobelang
pada tanggal 27 Septema 2015

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1.Camat Batang

2. D Desa belan



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG
NOMOR :./0./ ../ X.../TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1. [Eko Budiono Kepala Desa Pembina
2. BUHADI Sekretaris Desa Ketua
3. [Darsono Ketua LPMD Sekretaris
4, Eko Mihardi Perangkat Desa Anggota
- T T Lembaga
B EaiWidiymuigeh Kemasyarakatan Desa Anggota
6. (Warsiun KPMD Anggota I
7. Supryanto Tokoh Masvarakat Anggota _t




EEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATAMNG

NOMOR : 09 /DX /KEP/2015

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

Menimbatig

Meingingat

A.

TAHUN 2016
KEFALA DESA ROWOBELANG

bahtwa untuk kelancaran <an lketertiban  pelaksanaan
Verifilkasi Rencane Kemiatan Pemerintah Desa Rowobelang
Tahun 2015, perliz membentuk Tim;

bahwa berdesarksn pertimbargen sebagaimana dimsksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepsla Desa
Rowobelang Tentarty Pembentukzn Tim  Tim Verifiloasi
Reneana Kegiatan Pemerintal Desa Tahun 2016

Undang-Undang Nemer 13 Tehun 1330 tentang
Pernbentukan Dasrab-doesrab Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengsh [Berita MNegara Republik Indosesis
Tahnn 1990 Nomor 42);

Undana-Undang Nomor 23 Tahun 2002  teniang
Perlindungan Ansk (Lembaran Negara Repubik [=drnesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lemberan Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sehagaimana telan diubab
dengan Undaeng-Undang Nomor 35 Tabhun 2014 ientang
Perubahan sies Undsng-Undang Neomer 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesie Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaren Negata Republik Indoncsla Tabun 2003
Nomet 47, Tambahan Berita Nepara Repuilis Indotieaia
Nomeor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siztem
Perorcanoan Pembangunan Nagienal {Lembaran Negara
Ncgara Republik Indoneein Tahun 2004 Nomer 104,
Tambahan Benta Negara Republil Tndonesia Nomor 2221);

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tcotansg
Perimbangan Kezangan antara  Pemerintah
Puzat dan Pemevintahan Daerah (Lembaran Negara Ropublik
Indonesis. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);



8.

10.

11.

14,

13.

i4.

15.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengeszhan
International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hek-Hak Ekonowi,
Sosial dan Budeys (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 118, Tambabsn Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomor 4557),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (entang Keterbukaan
Informesi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Neomor &1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomeor 4B46);

Undapg-Undemg MNomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor 82 Tambahan
Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undeng-Undang Nomor & Tahun 2014 ftonteang Dieas

[Lembaran Negare Republik Indonesla Tahun 2014 Nomar ¥,
Tammbahon Lembaran Negara  Repuhblik [ndonesia
Nomor 54935;

Peraturarn Permctintalh Nomor 32 Tahun 1830 tenteng
Penctapan Mulal Berlekunyz Undang-Undang Nomor i3
Teln 1950 Tentang Pembentufen  Deaerab-dacrah
Kabupeten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Peratutan Pemerintah Nomor 20 Tabun 20 tontsng
Rencana Ketja Pemcrintah (Lembaren Megars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 74, Tambzhan Lemiberan
Negara Republik Indones{a Nomar 4405}

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tepteng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peroturan Permerintsh Nomor 79 Tahun 20037 tentang
Pedaman Pembinean dan Pengawasen FPonyclenggaraan
Pemncrintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Taghun 2005 Nomer 165, Tembahan Lembaran WHegers
Repubiik Indenesia Nomor 4283);

Peraturan  Pemerintash  Meomor 38 Tahun 2007 fentang
Ferabagian (Jrusan Pemerinizban  ontara Permerintals,
Pemnerintzhan Daersh Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten / Kota {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4737);

Pergturan Pemcrintah Nomor 8 Tabun 2008 tentang
Tahapan, Tatacars Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Prinlesnnaan Rencans Pembangunan Dragrah  {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer &2,
Tambauhan Lembaran  Negara  Fopubllk  Indomesia
Nomor 4737);



15,

17.

18,

19,

20.

21.

22,

Pernturan Pcemerintah Nomor 43 Tabun 2014 ienteng
Pernturan Pelaksanass Undang-Undang MNomeor € Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Hegara Republik Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5539); Sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturen Pemerintah Nomor 47 Tahan 2015
tentang DPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pecraturan Pelaksanaan Uomer 6 Tehun
2014 tentang Desa { Lembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 15Y, Tambahan lLembaran negara
Republilke Indonesia Nomor 3717);

Permturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414
Nomor 168, Tambahan Lembearan Negara Repuhblik Indonesia
Nomor 5558] yeng Bersumber dari Anggeran Pendapaten
dan Belanja Negara scbagaimana telah diubah dengan
Pergturan FPemerintah Nomor 22 Tabun 2015 tentang
Perubehan atss Peraturen Pemerintah Nomor 680 Tahun
2014 tentang Danz Dresa yang Boosumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 2015 Nomor 88, Tembehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694]);

Peraturant Menteri Dalam Megeri Republik lndonesia Namor
114 Tahun 2014 tenteng Pedoman Pembangunan Desa
[Berdta Negara Reputlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1084)

Perntirstt Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Tran Tranemigrasi Nomeor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Prioritas Penppunaan Dana Desa Tahun 2015 [Berita Negata
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287)

Peraturan Dasrah Kebupaten Batang Nomet 1 Tahun 2007
tentang Pokok-polok  Pengelalaan  Heuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kahupaten Batang Tahun 2007 Nomor |
Seri E Nomor 1);

Peraturan: Dacrah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang  Urosan Pemerintah yeog Menjadi Kewenangan
Pemeriniahan Daerahl (Lembaran Daerah Kalnipaten Batang
Tahun 2002 Nomeor 1f

Peraturann Daerah Kabupaten Batang Nomer 11 Tahun
20014 tentang  Perubahan atas Peraturen Daesrah
Kabupaten Batantg Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangks Panjang Daerah EKabupalen Batang
Tehun 2012-2017 (Lembaran Daersh Kabupatern  Batang
Tahun 20i4 Momor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Womor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

KESATU . Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintzh Desa
Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ' Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2016

b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2016 kepada Kepala Desa dan

¢. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada masyarakat;

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

KEEMPAT . KeputusanKepala  Desa ini mulaiberlaku  pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowobelang
: 7 September 2015

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1.Camat Batang
2.Ket PD Desa belan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

ROWOBELANG

NOMOR : /0 / ix /[KEP/2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2016

NO | NAMA JABATAN DALAM TIM ,
1. BUNGKAWA KETUA

2. JAENAL ABIDIN SEKRETARIS

3. [WARMUJI ANGGOTA

4, [DARSONO

5. INEMAN HARIYANTO




15
12, Perdbahan atas Peraturan Pemermtah Womor 60 Tahun

2014 tentang Dana Deea yang Bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanje Negara [Lembaran Negara Republik
Indemesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SH44);

13. Permturan Menteri Delam Negeri Republik Indonesia  Nomor
114 Tahun 2014 tcntang Pedoman Pembangunan Dosa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10%4);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunon Dacrah Terlinggal Dan
Transmigrasi Nomor § Tahun 20135 Tentang Penetapan
Prinritas Pengpunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoar 297,

15. Peraturan Dgerah Kabupaten Bateng Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-polcok  Pengelolaen  ¥euwsngan  Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomer |
Seri E Nomor 1);

16. Perabiran Daeroh Kabupaten Batapng Nemor 1 Tahun 2008
tentangUrugan Pemerinteh yang Mendi Kewenangarn
Pernerintahan Daerph (Lembaran Daecrah Kabupaten Batang
Tohun 2008 Nemor l);

17. Peraturan Daergh Kohupaten Batang Nomor 1! Tahun 2014
tentemgPerubahan atas Peraturan Dacrah Kabuapaten Harang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Fencane Pembangunan Janghka
Panjang Daerzh Kabupsaten Batang Tahn 2012-2017
[Lembaran Dacrah Kabupaten Betang Tahun 2013 Nowor
11, Tambahan Lembatran Daesrabh Eabupaten Batang Nomotr
11}

MEMUTUBKAN :

Menetaplkan : KESEPAKATAN FERATURAKN DESA TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DESA ROWOBELANG TAHUN 2015

BAB 1
KETENTUAN URMUM
Pra=sl 1

Daiam Peraturan Dicsa i yang dimaksad @

1.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau vang disebut dengen nama lam,
selanjutnya diselnit Dese adelah kesatnan masyarazkat hukum yang memilixi
batas wilayvah vang berwenang untuk mengattr dan mengurlls Urusan
pemetintahan, kepentingan masyarakat setempat berdaszarkan  prakarsa
masyaraknt, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormac
dalatn sistern pererintahan Negara Kesntuan Republik Indonesia,

Pernerintahan Desa adalah penyelenggarasn urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarskat setempat dalam  sistem  pemerintahen  Negara
Kesatuan Republik [ndonssia

Pemerintah Desa adalah Kepata Desa stau yang disebut dengan nams lain
ditantn peraingkat Desa schagal unsur penyelenganra Pemerintaban [tesa,
Baden Pormusyawaratan Desa adalah yang selarjuinya diecbut BPD adalah
lembags yang meteksanalkan fungsi pemerintahan yang anggotanya menipakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diietapkan
gecars demokratis.



13

PEMERINTAH EABUPATEN DBATARG
HECAMATAN BATANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DEBA ROWOBELANG
Ji.Desn Rowebeolang No. 17 Batang 51222

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG

KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

Nomer @ 8.} LK f 2015
TENTANC

KESEFAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

T a

I

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor & Tehun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Desn wajib  menyustn parsacenson pembangunen desa
sesual dengan kewenangannya dengen mengacu pada
perencanasn pembangunan Kabupaten;

. hahwa perencanaan permbangunan Desa  scbagaimana

dimaksud pada hruf a, terdini dar]l Rencana Pembangunan
Janghka Menengah Desa wuatak jangka walkiut © (etiam} tahun
dan Rencona Kerjs Pemerniah Desa untuk jangla wakiu ]
{satu) tshun yang merupskan penjabaran dari Reneana
Pembangunait Jangka Menengah Desa yang deduanys
ditetapkan dengan Peraturan Desp;

bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam bhuruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencanp  Kerja  Permerintah Desa, Desa
Rowobelang Tahun 20Ea

Undang-Undang  Nomer 13 Tahun 1930 tentang
Permbentukan Dastrah-dasrah Kabupaten dalam lingkungsn
Provinsi Jews Tenpeh (Berita Wewara Republik Indoncsis
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Untdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembearan Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomer 47, Tambaban Berita MNegara Republik
Indoneeia Nomer 4286);
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3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

11.

Perencanaati Pembanganan Nasional [Lémbarsn Negara
HegaraRepublik  Indonesia  Tabun 2004  Nomeor 104,
Tambahean Berita Negara Repuablik Indenesia Nomor 4221}
Undong-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKe=tangat  antara  Pemerintzh Pusat  dan
Pemcrintahan Deersh (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tabhun 2004 Nomoer 126, Tembehan lembamn Negera
Republik Indeonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penpesahan
International Ceovenant On Economic, Social And Cultursd
Rights (Kovenen Intermasional Tentang Halk-Hak Ekonomi,
Soslal dap Budaya (Lembatran Negara Republik Indonesia
Tehun 2005 Nomor 118, Tambuhen Lembaran MNegars
Republik Indonesia Nomor 4557},

Undang-Undang Noraor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan iembaran Negara
Reputlik Indoncsia Nomtor 4848,

UndangUndang Nomor 12 Tahum 2011 {entang
PembentulcanPeraturan Permpdang-undangan  (Lembaran
NegaraRepublik  Indonesin  Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
vt TH

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tabun 2014 Naomer 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
54935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daersh {Lembaran Negara Republik
Indonesia Taehun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembarman
Negara Republik indonesia Momor S587) sebagaimans. elah
diubah beberapa kali, tcraldur dengan Undang-Undang Nomor
O Tahun 2015 tentsng Ferubaban Kedus atas Undang-
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah

iLernbaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor SG79)

10. Peraturen Pemerintah Nomor <3 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksannan UndangUndang Momor €& Tahun
2014 tentane Desa (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tabun 2007 MNomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesin  Nemor 5539); Sebagaimena telah diubah
dengan Peraturan Pemnerintah Nomot 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Persturan Pemerinteh Nomor 43 Tahun 2014
teritang Peraturan Pelaksanasn Uomor & Tahun 2014 tenfang
Desa | Lembaran Nogara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomot 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indomesia
Momor 87 17];

Peraturan Pemerintah Womor 80 Tahnun 2014 tentang Dana
Desa [Lembaran Wegara Republile Indonesin Tahun 2014
Nomotr 168, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesiz
Nomor 5558) yang Bersumber dari Angearan Pendapatern
dan Eelanja Megars =zcbagaimana telah diubah dengan
Poraturan Pemerinttah Nomor 32 Tehun 2015 tenlang
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Pemerintah adalah Femeriniah Pusat.

Dacrah adalal: Kebupaten Batang

Pemerintahan Daesrah adalah Pemerintah Dasrah dan Devwan Perwakilan Rakoyal
Dacrah yang renyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asag otonomi
dan tuges pembantuan dengan prinsip ctonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaiksud dalam
Undang-Undaitg Daser Negara Republik indonesia Taftun 1545,

Pemnerinitab Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

Bupat! adelah Bupati Batang,.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagal Perangkat Daerah.
Peraturan Desa adalab peraturan —undangan yang ditetapkan oieh

Kepala Desz setelah dibahas dan disepekati bersama Badan Permusyawazratan
Desa,

Eeuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapad dinitai
dengan uang sertz scgala sesuatyu berupa uang dan barsng yang berhubungan
denpan pelaksataan hek dan kewsjiban Dega,

Aset Desa mdalsh harang wmilik Desa vang berasal dari kekaysan asli Desa,
dibeli atan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja [esa atau
perolehat hak lainmys yang sah.

Pembangunan Dess adalah upaya peningkatan lualitas hidep dan kehidupan
untuk sebesar-besammya keaejahternan mayyarakat Desa,

Kawazan Perdesaan adalah kawasan yahg mempunyai kegiatan utama
partanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan [Ungsi
tawnean schaged tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pewerintahan,
pelavanan sosizl, dan kegiatan ekonomi,

Pemberdaynan Masyaraltat Desa adalah upaya mengembangkan kemendirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuen, kesadaran, serts memanfaatksn sunber
daya melalui penetapan kebilakan, program, kegiatan, den pendampingan yang
segual dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Musyawarah Dcsa atan yang disebut dengan nama lain adalah tnvsvewarah
antars Badan Permusyewaratan Desa, Pemerintah Dasa, dan unsur mmasyarakat
yvang disclenpgarakan olch Badan Permusynwaratan Desa untuk menyepalken
hal yang bersifat stratepis,

Musyawarah Perencanaan Pembengunan Desa dan selanjutnyva  disingkat
Musrenbang Desa adatah forum musyawarah talunen ysnpg dilaksanakan
sceata partisipatif oleh pars pemeanglu kepentingan desa dan kelurahon pihak
berkepentingan untuk mengatasi permeasslaban dan pihak yang skan terkens
dampek hasil musyawarah).

Musyawarah Ferencanaan Pembangunan Rencana Kerfa Pemerintab Dagrah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutmyn disingkat Musrenbang REPD
Kebupatenn di Kecamalan adalah forum musyawarah stakehclders Tingka:
Kecamatan untuls mendapatitan masulean prioritas keglatan deri Desa scrla
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan terschut, sebapsi dasar
penyusunan Rencana Kerja Satuen Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
Reneana Pembangunan Jangke Menengah Desa yang selanjunga disingkat
{RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunen Desa untuk jangke waktu
& [enam) tabmun yang memuat visiodan misl Kepala Desa, rencana
penyelenggaransn  pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,
pembinaen kemasyarakatan, pemberdayaen masyarakat dan areh kebijakan

pembangunan Desy;
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(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 scbagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan

pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAJ, Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana
Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; stau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun
Anggaran 20165.
Paszal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkean pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 27 September 2014
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DAFTAR RENCANA FROGRAM 34N KEQIATAN PEMBANGUTNAN EAGUPATEN [KOTA

DEEA s FOWOBELAK 3
KLAMATAR : BATANG
CASITPATEN @ BATANG

TAND MASITE K DESA

FrEOYIHE! :JAWA TENGAH
H
, Prafdraan Pagu Dann i Prakirsab
Mo Azal Program, Hegiatn Hamw Progress [ Hegkatan .| | Pelnioinn
1| Dt Pernerinah kabupaten _rﬂmmnfdrﬂemih TF5.000.000 FOCHTR
Palatihen Xomprrter S0, 000000 [ Nakertran
[ Z|Darl Femerinteh Dueerob Prenvinad KPMD 5.000.000 [Bapermasdey
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Uralnamn: Forbl 170,000,000 [DEMECA

Depa Forrabelang tanggal 27 S=praiier 2015
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